SALINAN

BUPATI MANOKWARI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG
EVALUASI JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MANOKWARI,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah serta dalam rangka tertib administrasi dan
kepastian nilai dan kelas jabatan di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Manokwari, perlu disusun Evaluasi Jabatan
untuk mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati *
Manokwari tentang Evaluasi Jabatan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Manokwari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
kabupaten di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2097);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Tahun
1975, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2468);
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10.

11.

12,

13.

14.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234),;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Bagiankrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Pedoman Evaluasi Jabatan,;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21
Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi
Jabatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036}, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
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15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Instansi Pemerintah;

16. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
B/1551/M.SM.04.00/2019 tentang Persetujuan Hasil
Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Manokwari, tanggal 18 Desember 2019;

17. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi  Birokrasi Republik Indonesia =~ Nomor
B/1551/M.SM.04.00/2019 tentang Persetujuan Hasil
Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Manokwari;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Manokwari
Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG EVALUASI JABATAN DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

o

Bupati adalah Bupati Manokwari.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri

Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari.
Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari.

,Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi

1 pemerintah.

‘Jabatan Administrasi terdiri atas Jabatan Administrator, Jabatan

Pengawas dan Jabatan Pelaksana.

Jabatan Administrator adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam
rangka memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Jabatan Pengawas adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam

rangka mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat
pelaksana.
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9. Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam
rangka melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan.

10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu dan kenaikan pangkatnya disyaratkan
dengan angka kredit.

11. Evaluasi Jabatan merupakan bagian dari proses manajemen sumber daya
manusia yang digunakan untuk membobot suatu jabatan untuk
menghasilkan nilai jabatan dan kelas jabatan. Nilai dan kelas suatu jabatan
digunakan untuk menentukan besaran gaji atau tunjangan yang adil dan
layak selaras dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab jabatan
tersebut.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah:
a. Evaluasi Jabatan;

b. kewenangan; dan

c. monitoring, evaluasi dan pengendalian.

BAB III
EVALUASI JABATAN

Pasal 3

(1) Evaluasi Jabatan disusun sebagai dasar untuk menghasilkan nilai jabatan
dan kelas jabatan. ;

(2) Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai
dasar menentukan besaran gaji atau tunjangan yang adil dan layak selaras
dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab jabatan tersebut di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari dalam kepentingan
pemberian kesejahteraan PNS.

BAB IV
KEGUNAAN

Pasal 5

(1) Evaluasi Jabatan dipergunakan untuk:
a. menetapkan nilai jabatan;
b. menetapkan kelas jabatan, dan;
c. kesejahteraan PNS.

(2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada a i
' yat (1) sesuai kewenangan
dilakukan olch: iy
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Sekretaris Daerah;

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
Bagian Organisasi.

a0 oPp

Pasal 6

(1) Evaluasi Jabatan dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan
administrasi dan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten
MMOkwari. . . . . .

(2) Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi nilai
dan kelas jabatan, meliputi:

a. hasil evaluasi jabatan struktural; dan
b. hasil evaluasi jabatan fungsional dan jabatan lainnya.

(3) Hasil penyusunan Evaluasi Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabup'a'te'n
Manokwari sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

(4) Penerapan hasil Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KEWENANGAN

Pasal 7

(1) EvaluasiJabatan merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini
dilaksanakan oleh Bagian Organisasi.

(2) Pelaksanaan Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait dan/atau pihak lain.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

(1) Bagian Organisasi melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan
pelaksanaan hasil Evaluasi Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Manokwari secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

(2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan Evaluasi Jabatan
pegawai sebagai bagian dari penetapan nilai jabatan dan kelas jabatan di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari dilaksanakan oleh Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dan Bagian Organisasi.

(3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Bagian Organisasi dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah
terkait.

(4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan ayat (3) dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Manokwari.
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BAB VIII
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 14 Februari 2020

BUPATI MANOKWARI,
CAP/ TTD
DEMAS PAULUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 14 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,
CAP/ TTD
ALJABAR MAKATITA

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2020 NOMOR 45

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
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